
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19    TAHUN   2014

TENTANG

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan Pasal 89 ayat

(4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah khususnya terkait pembayaran prestasi

pekerjaan pada pekerjaan konstruksi diperlukan

penyempurnaan terhadap Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor

14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan

Konstruksi;
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Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa

Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN PADA

PEKERJAAN KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa

oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

2. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan

usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
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5. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Kontruksi yang selanjutnya disebut Kontrak

adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini adalah ketentuan mengenai pembayaran prestasi

pekerjaan kepada Penyedia pada Pekerjaan Konstruksi dalam Pengadaan

Barang/Jasa.

BAB III

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 3

Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai

pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang

menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan

ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

Pasal 4

(1)Pembayaran terhadap peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari

hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

a. merupakan bagian dari pekerjaan meskipun belum dilakukan uji fungsi

(commisioning);

b. berada di lokasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Kontrak

dan/atau perubahannya;

c. memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;

d. bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk produsen;

e. disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima;

f. dilarang dipindahkan dari area lokasi yang ditetapkan sampai dengan

waktu pemasangan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak

manapun sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan/atau

perubahannya; dan

g. Penyedia bertanggung jawab atas keamanan penyimpanan dan risiko

kerusakan.
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(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf g dicantumkan dalam Kontrak dan/atau perubahannya.

(3)Dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia,

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d

dapat digantikan dengan Surat Persetujuan dari PPK.

(4)Pembayaran peralatan dan/atau bahan hanya diberikan untuk pekerjaan

yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang

menggunakan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga

Satuan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka:

a. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjelasan Lebih Lanjut Pasal 89

ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Yang

Telah Terpasang Pada Pekerjaan Konstruksi; dan

b. Ketentuan pada Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan

Konstruksi Bagian III huruf C angka 2 huruf i angka 1) huruf c) mengenai

pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana

diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
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